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PERBEDAAN KEBIJAKAN TERHADAP IMIGRAN DI ERA JOHN

HOWARD DAN KEVIN RUDD

Sebuah negara baik kecil maupun besar menaruh tumpuan kebijakan diatas
kepentingan nasionalnya. Hal ini menjadi penting karena adanya sebuah negara
merupakan wujud bersama dari para pendirinya. Dalam kata lain, visi diperlukan
untuk membangun sebuah negara yang nantinya diwujudkan dalam sebuah

kebijakan.

Australia sebagai negara besar sudah lama berhadapan dengan masalah
imigran. Kepatuhannya ada PBB sebagai negara anggota menciptakan polemic
dimana disaat yang bersamaan, Australia memiliki kewajiban untuk tidak
menolak imigran yang datang, dan timbul masalah terutama keamanna maritime

dan ekonomi.

Sebelum merumuskan kebijakan, para pembuat kebijakan Australia patut
memperhatikan visi misi Australia. Seperti yang sudah tertulis, Australia memiliki

kepentingan nasional yaitu :

1. Memelihara keamanan yang positif dan lingkungan strategis dalam
kawasannya. Australia memiliki kepentingan langsung dalam menjamin situasi
yang aman dan damai di Negara-negara sekitarnya agar tetap terpelihara dengan
stabil. Hal ini menjadi prioritas utama Australia karena negara tersebut merupakan
negara Yyang berbeda identitasnya dengan negara-negara sekitar yang

mengapitnya.

32



2. Mendukung terciptanya keamanan global. Hal ini sudah sejak lama
dilakukan Australia bahkan diawal masa kemerdekaannya. Australia sudah
menunjukkan kemampuannya untuk mewujudkan keamanan global dengan ikut

secara langsung dalam organisasi internsional dan aktivitasnya.

3. Kerjasama ekonomi, investasi dan perdagangan. Australia ingin
memobilisasi pengaruh politik internasional untuk mendukung tujuan ekonomi
internasional dengan cara membuka pasar barang ekspor, memperluas
kesempatan-kesempatan ekonomi bagi sektor industri Australia. Hal ini bertujuan
untuk terus menciptakan persepsi bahwa Australia merupakan tempat yang
menarik untuk melakukan penanaman modal asing. Australia juga membangun

image pemerintahnya sebagai mitra yang ideal untuk kerjasama.

4. Menjadi warga dunia yang baik dengan terus berperan positif dan
konstruktif diantara aneka ragam isu yang menjadi subyek diplomasi multilateral,
seperti penanganan masalah pengungsi, terorisme, perdagangan obat-obatan

terlarang dan masalah kesehatan dunia.

Landasan ini kemudian diolah oleh para pembuat kebijakan dalam
menjawan isu-isu tertentu dalam perannya di pemerintahan. Termasuk isu
imigran, dimana dalam kepentingan nasional Australia ada di focus pertama
tentang keamanan lingkungan. Selain bertanggungjawab untuk negaranya sendiri,
Australia juga memperhatikan negara-negara tetangga seperti Indonesia, Timor
Leste, Papua Nugini dan negara pasifik lainnya karena tidak jarang kasus imigran

melalui laut, juga melibatkan perairan negara lain.

33



Permasalahan imigran semakin pelik baik bagi negara peenrima atau bagi
imigran itu sendiri. Karena kondisi yang terjadi di lapangan adalah imigran yang
datang dalam kondisi yang memprihatinkan. Setelah perjalanan panjang dengan
kapal berhari-hari di laut, tidak jarang para imigran justru tewas di laut. Oleh
karena itu, dibutuhkan strategi khusus untuk menyelesaikan persoalan ini

meskipun imigran melalui akan terus ada menuju Australia.

A. Kebijakan Perdana Menteri John Howard

Bersama koalisinya, partai liberal berhasil menduduki pemerintahan
dengan pimpinan John Howard setelah mengalahkan Paul Keating di pemilu
pada tahun 1996. Selama lebih dari 10 tahun pemimpin partai liberal
tersebut menjadi perdana menteri Australia. Memasuki pemerintahannya,

ada respon terhadap kebijakan Howard, terutama terhadap imigran.

Berbeda dengan masa sebelum Howard, sikap Australia
dibawahnya menjadi lebih proteksionis terhadap imigran. Pandangan umum
Australia tiba-tiba menjadi berbeda dalam menerima para pencari suaka.
Pengaruh besar Howard mampu membuat masyarakat melakukan aksi-aksi
penolakan terhadap gelombang imigran. Keadaaan ini membuktikan bahwa
muncul adanya rasa intoleran masyarakat untuk melindungi negara

besarnya.
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Kebijakan perdana menteri John Howard mengarah pada kepentingan
nasional Australia, dimana pada pemerintahannya kebijakan luar negeri

yang dibawa adalah sebagai berikut :

1. Melindungi teritorial Australia dari serangan fisik dan memelihara

kapasitas Australia dalam membuat kebijakan independen.

2. Membangun dan melanjutkan kapasitas kompetensi perdagangan
dan investasi pada skala internasional, tapi dengan penekanan pada pasar

Asia-Pasifik.

3. Menghapuskan senjata pemusnah massal dan untuk menahan
konflik regional (di dalam dan di luar Asia), meningkatkan keamanan dalam
menghadapi terorisme internasional, penyakit, melalui migrasi tidak sah,
dan arus pengungsi, serta menurunkan kualitas lingkungan, narkotika dan

kejahatan transnasional, sehingga dapat mengurangi risiko konflik global.

4. Memelihara dan mempromosikan Australia sebagai negara yang
memiliki nilai demokrasi liberal yang direfleksikan dari intelektual Eropa
dan peninggalan budaya, untuk menarik minat negara-negara Asia Pasifik
yang memiliki sejarah dan budaya yang berbeda. (Indra Setiawan, Agi

Saputra)

Dengan tercetusnya politik luar negeri Australia dimasa pemerintahan
John Howard, aplikasi politik luar negeri poin 1 diterapkan dalam beberapa
kebijakan yang terkait dengan hal imigran yaitu Pasific Solution, Relex

operation, dan TPV.
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Pasific Solution

Pasific Solution merupakan kebijakan yang membuat imigran
dengan kapal tidak dapat memasuki daratan Australia tetapi
diungsikan di pulau-pulau kecil di pasifik seperti Nauru, Papua
Nugini, dan Pulau Manus. Pengungsi ditahan di pulau tersebut
sebelum pada akhirnya diberikan statusnya. Menurut data, kebijakan

ini mampu menurunkan jumlah imigran yang datang ke Australia.

Salah satu tempat yang digunakan untuk mendukung keijakan
ini adalah Pulau Manus. Pulau ini terletak di Laut Bismarck, 800
kilometer utara Port Moresby, ibukota PNG. Pulau terpencil ini bisa
dicapai dengan 10 jam penerbangan dari Sydney, Australia. Disini

para imigran ditahan hingga ditetapkan statusnya oleh Australia.

Pulau ini berpenduduk 65 ribu jiwa, sebagian kecil dari mereka
mendapat rezeki dari dana yang dikucurkan Pemerintah Australia
yang mengubah pangkalan angkatan laut mereka menjadi tempat
penampungan pencari suaka. Imigran yang datang ke Australia
diperlakukan sebagai tahanan di Nauru. Melihat perlakuan yang
kurang baik, masyarakat yang ingin mendatangi Australia dengan
kapal menurun. Tindakan ini membuat dunia internasional memprotes
kebijakan John Howard karena dianggap tidak manusawi, namun

untuk melindungi kepentingan nasional Australia, John Howard
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mengambil langkah tersbut karena terbukti mengurangi jumlah

imigran yang datang ke Australia dengan kapal.

2. Relex operation

Kebijakan ini dilakukan demi mencegah masuknya kapal-kapal
tidak sah ke wilayah perairan Australia dan mencegah pencari suaka
(serta penyelundup) yang berupaya masuk ke Australia. Lebih lanjut
disebutkan bahwa operasi Relex merupakan strategi perlindungan
perbatasan Australia di laut lepas dengan melakukan pencegatan,
penahanan, dan pencegahan kapal yang membawa orang-orang yang

hendak masuk ke Australia tanpa visa.

Wujud dari kebijakan ini adalah menghalangi manusia perahu
tiba di Australia sebelum mereka sampai di Australia. Dibawah
Operasi Relex, Royal Australian Navy (RAN/Angkatan Laut
Australia) diperintahkan untuk mencegat dan menaiki Suspected
lllegal Entry Vessels (SIEVS)[2] ketika mereka memasuki zona
tambahan Australia (24 mil laut dari pantai Australia). Kemudian
RAN diperintahkan untuk mengembalikan mereka ke bibir wilayah

perairan Indonesia. (Rahmawaty, 2014)

Biaya yang keluar untuk kebijakan ini cukup besar yaitu pada
tahun 2007-2008 dan 2013-2014, anggaran untuk mengelola

kedatangan perahu ilegal mencapai angka $10,3 miliar.
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Temporary Protection Visa

Imigran yang datang ke Australia tanpa visa resmi kemudian
juga dapat diberi TPV berupa izin untuk tinggal di Australia dalam
kurun waku tertentu dan belum menjamin izin untuk dapat hidup di

Australia secara permanen.

Dalam paraktiknya, TPV membuat kehidupan imigran kurang
sejahtera. Kejelasan status yang masih belum dicapai, membuat hak
hidup mereka di Australia juga menjadi mengambang. Hak tentang
kebutuhan dasar kehidupan seperti kesehatan, akses pendidikan, tidak
terjamin sepenuhnya. Ada kesempata bagi imigran untuk mendapat
pekerjaan, namun hal ini juga belum menjamin karena kemampuan

individu itu sendiri.

Imigran yang mendapat status TPV tidak dapat berkumpul
dengan keluarganya. Hal ini akan berdampak hukuman bagi mereka.
Terjadi pembengkakan dana dalam kebijakan ini. Meskipun ada dari
imigran ini mendapat permanen protection visa, tapi tetap tidak ada

kesempatan untuk membawa keluarga mereka.

38



Kebijakan Perdana Menteri Kevin Rudd

Kevin Rudd merupakan perdana menteri ke-26 di Australia yang
terpilih pada pemilu mengalahkan lawannya dari partai liberal yaitu John
Howard, dan bersaing dengan Kim Beazley dari partai buruh sebagai
lawannya di internal partai. Rudd berasal dari partai buruh dengan faksi Kiri.
Kemenangan Rudd ini menandai perubahan generasi sekaligus peralihan
kepemimpinan dari koalisi Partai Liberal-Nasional yang berhaluan kanan-

tengah ke Partai Buruh yang berpandangan Kiri tengah.

“In the area of refugee policy the key themes running through the
Labor platform are humanity, fairness, integrity and public confidence”.
(Refugee Council of Australia, 2014) Pada intinya, era Kevin Rudd
menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, keadilan, integritas dan
kepercayaan public. Image yang ingin dibangun salah satunya adalah
tentang tanggungjawab individu untuk mmeperhatikan nasib sesama

manusia.

Kebijakan luar negeri Australia dibawah Kevin Rudd terkenal dengan
keramahannya dengan negara-negara termasuk Asia disamping dengan
Amerika dan Eropa. Rudd memang memiliki tugas untuk memperbaiki citra
Australia setelah sebelumnya beberapa kali negara tersebut mendapat
respon negatif dari dunia internasional terkait kebijakan perdana menteri

sebelumnya yaitu John Howard.
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Termasuk terhadap imigran, kebijakan Rudd dinilai lebih
memperhatikan imigran dengan membuat kebijakan baru. Kebijakan ini
memang tidak memungkinkan imigran memasuki Australia, namun Rudd

memberikan akomodasi lebih terhadap imigran.

1.  Penghapusan Pasific Solution

Ketika kepemimpinan Howard beralih pada Kevin Rudd,
beberapa kebijakan Howard dihentikan oleh Rudd, meskipun beberapa
diantaranya tetap dipertahankan. Pemerintahan Rudd yang diawali
pada tahun 2007 tersebut berfokus pada tindak pengamanan
perbatasan yang dirancang untuk mengganggu kerja penyelundup

manusia. (Rahmawaty, 2014)

Kebijakan pertama yang dihapus Kevin Rudd dalam
pemeritahannya terkait dengan imigran ialah penghapusan pasific
solution milik pemerintahan sebelumnya. Hal ini dikarenakan,
kebijakan sebelumnya membuat manusia hidup dalam ketidakpastian
di tempat penahanan. Dengan penghapusan kebijakan ini, maka

tempat-tempat penahanan di Nauru, dan Manus ditutup.

2. Christmas Solution

Imigran yang datang ke Australia dengan tidak membawa visa
resmi tidak akan diperbolehkan untuk hidup di Australia. Hal ini

menjadi prinsip kedua perdana menteri. Para imigran dibawa dengan
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kapal perang milik Australia menuju pulau Christmas, untuk hidup
disana sambil menunggu statusnya ditentukan. Kebijakan oleh Kevin

Rudd ini selanjutnya disebut Chistmas Solution.

Pemindahan imigran ke pulau Christmas ini tidak semata-mata
menjadikan imigran sebagai tahanan. Mereka diperhatikan kondisi
kesehatannya. Selain itu, mereka juga diberikan akomoadasi yang
cukup terutama kebutuhan utama bagi setiap manusia seperti
makanan, obat-obatan dan fasilitas lainnya. Tindakan ini merubah
wajah Australia dimana pada periode sebelumnya, Australia

dipandang buruk dalam penanganan masalah imigran.

PNG Solution

Pada tahun 2013 Kevin Rudd membuat kebijakan baru terhadap
imigran. Perdana menteri dari partai buruh ini memang tidak
memberikan izin bagi imigran untuk hidup di Australia sebagai
pengungsi. Upayanya dilakukan untuk menekan angka manusia
perahu yang datang dengan mempertaruhkan nyawanya. Kebijakan ini
merupakan respon pemerintah Australia pada kenyataan bahwa

sebagian besar dari imigran merupakan korban dari people smugglers.

Kebijakan ini berarti bahwa pemerintah Australia dalam
kemitraan dengan Pemerintah PNG, akan mendukung layanan
pemukiman bagi imigran yang memiliki status pengungsi, seiring

dengan identifikasi akomodasi dan layanan yang aman dan tepat.

41



“Jika kebijakan yang diumumkan hari ini dan pertemuan
internasional Konvensi PBB tentang Pengungsi yang telah
dijadwalkan mengarah ke perubahan yang signifikan dalam jumlah
kedatangan manusia perahu, maka pemerintah siap untuk
mempertimbangkan secara progresif peningkatan jumlah penerimaan
pengungsi  kemanusiaan kami hingga 27.000 seperti yang
direkomendasikan oleh Panel Houston (panel ahli tentang pencari

suaka)”. (Arsip Siaran Media Bersama, 2013)

Masa pemerintaha Kevin Rudd menekankan pada nilai-nilai
kemanusiaan temasuk terhadap imigran. Oleh sebab itu, kebijakan
yang diambil tidak serta merta mengacu pada kepentingan nasional
Australia, namun juga terhadap program kemanusiaan dunia yang

didukung oleh PBB melalui UNHCR dan IOM.

Kutipan Kevin Rudd pada Arsip Media Bersama oleh kedutaan
Repubik Indonesia “kami adalah bangsa yang penuh kasih dan kami

akan terus menyelenggarakan program kemanusiaan yang handal”.
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Di Australia respon terhadap kedatangan imigran beragam, dimana

masyarakat umum lebih suka pada kebijakan yang tegas terhadap imigran.

Namun juga tidak sedikit yang berkomentar tentang kemanusiaan sehingga

lebih terbuka terhadap imigran. Ada hal yang menarik yang terjadi pada

masa pemerintahan Kevin Rudd dimana masyarakat menunjukkan

responnya dengan survei.

Tabel 3.1. Survei masyarakat terhadap isu imigran gelap di Australia

current 26%

26%

33%

8%

26%

8%

26%

26%

6%

4%,

6%

know/ 10%

1%

5%

1%

11%

15%

Sumber : jurnal Andhika Bayu Prastya, Sri Yuniati

Dari data tersebut sebagian besar warga Australia menyukai

kebijakan yang lebih tegas terhadap imigran. Dimana ada 60% lebih

masyarakat menginginkan kebijakan yang lebih tegas terhitung sejak bulan

43



Mei tahun 2009. Masyarakat memberi masukan pada pemerintah agar

kebijakan yang diambil lebih mengedepankan kepentingan nasionalnya

Tabel 3.2. Perbedaan sikap serta dampak kebijakan perdana menteri John

Howard dan Kevin Rudd

No Indikator John Howard Kevin Rudd
Ancaman keamanan Pendukund misi Bi
1 Pandangan terhadap imigran dan pertahanan serta g . g
. Australia
ekonomi
2 Sikap Keras, tegas Lunak, terbuka
e, | e
3 Tindakan awal thd imigran pencegatan, g . pal,
enahanan pemeriksaan
P kesehatan
4 Efek terhadap imigran Ga}nggua_n Rasa aman
psikologis
5 Efek terhadap jumlah imigran Pengurangan Pertambahan

volume imigran

volume imigran

Sumber : diolah oleh penulis

Tabel diatas menjelaskan tentang gambaran umum sikap masing-masing

perdana menteri melalui kebijakannya. Kebijakan masing-masing perdana menteri

terlihat jauh signifikan berbeda. Perbedaan ini bukan semata-mata dilihat dari apa

kebijakan tersebut, namun dari bagaimana efek yang ditimbulkan akibat kebijakan

tersebut.

44




Dari kebijakan Howard sesuai yang disebutkan di bab 11l mencerminkan
sikap yang tegas terhadap imigran. Hal ini membawa dampak psikologis karena
fakta | lapangan menyebutkan bahwa kebijakan TPV milik Howard tidak
memungkinkan imigran dapat berkumpul dengan keluarganya. Dalam kebijakan
ini imigran yang datang bisa mendapatkan visa untuk hidup di Australia, namun
tidak boleh membawa satupun keluarganya ke Australia. Hal ini membawa

perasaaan waspada bagi imigran karena kemungkinan tersebut.

Kevin Rudd dengan kapasitasnya membawa imigran ke Pulau Christmas
dengan akomodasinya yang lebih terjamin. Membawa dampak bagi angka imigran
yang meningkat. Hal ini juga dikarenakan banyak dari mereka yang kemudian
diberikan suaka untuk dapat menjadi warga Australia. Keramahan Rudd
membawa kabar baik bagi imigran yang di dalam negaranya mengalami tindakan
kekerasan atau penindasan. Tak jarang juga imigran pergi meninggalkan

negaranya karena perang saudara.
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